
PERATURAIT WALIKOTA BOITTAITG
HOMOR 53 TAHUIT 2014

TEIYTAITG

STAI{DAR PEI"AYAIITAII ItrFIORIIASI PUBLIK DI LII{GKI[[(}AJ[

PEMERIITTAH KOTA BOI{TAI{G

WALIKOTA BOITTAFG,

Menimbang

Mengingat

a. bahvr,'a dalam rangka keterbukaan informasi publik dan
untuk memberikan akses informasi publik, diperlukan
pengelolaan informasi publik di Lingkungan pemerintah
Kota Bontang:

b. bahrva dalam rangka mengoptimalkan pelayanan
informasi publik di Lingkungan pemerintah Kota Bontang,
perlu ditetapkan standar pelayanan;

c. bahn'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan waliknta Bontang tentang standar pelay-anan

lnforrnasi Publik di Lingkungan pemerintah Kota
Bontang;

1. Undang-Undang Nomor 4T Tahun lqgg tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun ZOA4
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

tentang
Republik



telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 48a41;

3. Undang-undang Nomor l1 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelal.anan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5O38);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO9 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5O7l);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2olo tentang

Pembaglan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(lrmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2o1o

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51a9);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor lo
tahun 2olo tentang Pedoman Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

117 Tahun 110 tentang organisasi Pengelola Informasi

dan Dokumentasi;

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2OO8

tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008);

I}tEMUTUSI(AN

PERATURAN

PELI\YANAN

WALIKOTA TENTAI{G STAilDAR

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGA!{
Menetaphan
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Pasal 1

(1) Standar Pelay'anan Informasi Publik adalah merupakan acuan

peayelengaraanpetayananlnformasiPublikdiLinekungan

Pemerintah Kota Bont'ang'

(2)standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini'

Pesal 2

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan

pengundanganPeraturanWalikotainidenganpenempatannya

dalam berita daerah

Diteta di Bontang
1 September 2014

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 1 SePtember 2014

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANfi

,{,

14{
sr{a.ruour

BERITADAERAHKOTABONTA}-IGTAHUN2ol4NoMoR53

BOI{TANG,



Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

Peraturan Walikota Bontang
53 Tahun 2014
1 September 2O14

STAITDAR PEL/IYAITAJV II{tr'ORIEASI PUBLIK DI LIIYGKUIYGAI{
PEUERINTAII KOTA BOIITAIIG

I. DASARHUKUM

a. Undang-Undang Nomor l.t Tahun ?fi)B Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun J5 Tahun 2tX)9 Tentang Pelayanan Publik

c- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 3il)9 Tentang Kearsipan.

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6l Tahun Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun ?{X}lt

e. Peraturan Menteri RI Komunikasi dan lnformatika Nomor l0 Tahun 2010 Tentang

Pedornan Pe nge tola I n fonna"si dan Dokume ntasi.

f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Inlbrmatika Nomor ll7 Tahun ?{}10 Tentang

Organisasi Penge lola Informasi da n Dok umentasi

g. Peraturan Daerah Kota Bontaag Nomor 6 Tahun 2tX)8 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas

h. SK Walihota Bontang Nomor 426 Tahun 3(ll? Tentang Penetapan Pejabal Pengelola

Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pemhantu ( PPID Pembanlu ) Ktrta Bontang

2. HAK PEMOHON

a. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan ini -

b" Setiap orang trerhak :

t) Melihat dan mengetahui Intbrmasi Publikl

2) Menghadiri Jxrtenruan publik yang *rbuka untuk umum untuk memperoleh

Informasi Publik;

3) Mendapatkan salinan lnftrrmasi Publik mclalui prmohonan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangaq dan,'atau

4) Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap pemohon lnformasi Publik herhak mengajukan permintaan lnfarmasi Puttlik

disertai alasan permintaan tersebut.

d" Setiap pemohon Informasi Publik herhak mengajukan gugatan ke pengadilan apahila

dalam memperoleh lntormasi Publik mcndapat hamhatan atau kegagalan xsuai



3. KEWAJIBAN PENGGUNA

a. Pengguna tnfonnasi Publik aajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan

perahrran perundamg-undangan.

b. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh lnfonnasi

Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi

sesuai dengan ketentuan peraturim perundang-undangan.

4. HAK BADAN PUBLIK

a. Badan Publik berhak menolak memberikan inforrnasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

b. Badan Publik berhak menolak mernberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan

ketenfu an perundang-undangan.

c. Informasi Publik yang tidak dapu diberikan oleh Badffi Publik, adatah:

1). Informasi yang dapat membahayakan Negara;

2). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaiangan usaha

tidak sehat;

3). Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

4). lnfonnasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;darfatau

5). Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

5. KEWAJIBAN BADAN IITIKUM

a. Badan Publik wajib menyediakaru memberikan dan/atau menerbitkan Infonnasi Publik yang

berada di bawah kewenangannya kepada pernohon informasi publik;

b. Badan Publik wajib rnenyediakan tnfonnasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

c. Badan Publik harus mengernbangkan sistern informasi publik secara baik dan efisien sehingga

dapat diakses dorgan mudah.

6. PERSYARATAN

a. Warga Negara Indonesia

b. Mengisi Forrnulir Permintaan Infornrasi Publik

c. Menunjukur KTP/ID CardlSIM dan melampirkan Fotocopy KTP/ID Card/SIM

d. Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansrll-embaga

e. Menunjukan Akta Pendirian bagi kmbaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi

Masyarakat (Ormas), dan melampirkan Fotocopy ALta pendirian.



1. PROSEDUR

a. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh

Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Infr:rmasi dan Dokumenlasi terkait secara

tertulis atau tidak lertulis, disertai alasan pennintaan tersebut.

b. Permintaan disampaikan secara langsung iUgU-sugl--glg&roqik nomor pcndaftaran

diberikan saat penerimaan perrnintaan

c. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendallaran dapat

diberikan be rsamaan dengln pengiriman i nformasi.

8. MEKANISME

a. Pemohon lnftrrmasi datang ke r/rs/* layanan informasi, mengisi formulir permintaan

informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan peilgguna infomtasil

b. Petugas mcmtrerikan tanda bukti penerimaan Putrlik berupa nomorJsndaftaraQ pada

saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas.

c, Petugas memproses permintaan pemohon Inftrrmasi Publik sesuai dengan fonnulir

permintaan lnformasi Publik 1,ang tiitanda tangani oleh pemohon informasi publik;

d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna

informasi. Petuga* memherikan Tanda llukti _Pen!'cruhan lnformasi Publik kepada

pengguna i nformasi puhl i k dan pengguna me nandatanga n iny'a.

a. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID

menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang trerlaku.

9. CARA MEMPtrROLEH INFORMASI

Pejatrat Pengelola lnformasi dan Dokumenlasi (FPID) dalam rangka pelayanan informasi

publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh

informasi melalui :

b" Telegln/fax:

Masyarakat dapat menghubungiimengirimkan fax, melalui nomor telepon 054ti -
5116504 atau 0548 - 20336" Fax No. : 054$ - 2t13?9

a. Website atau email:

Masyarakat dapat mendownloatl infr:rmasi putrlik yung tersedia pada wehsite

wuli.l\)Lli14g}t[4.g'"u], yang sebelurnmn]a mengisi fbrmulir yang telah tersedia;

stau melalui email Sd4iir;fdidllll-l!$I]11!!{t,lh:,:i1rfg!r.qr.gtLl1l



c. Jasa Pos:

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepacla Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi d/a Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infnrmatika Kota

Bontang. Jl. Moch. Roem" Gedung Graha Tarnan Praja ( GTP ) Blok I Lantai 3,

Bontang kstari.

d. l-angsung;

Datang langsung ke drs* layanan informasi Pejatrat grengelola Infarmasi dan

Dokumentasi dengan alamat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Bontang Jl. Moch. Roem Blok I Lt. 3, Cedung Graha Taman Praja tslok I * l.antai 3.

Bontang l-estari.

IO. OPERASIONAL PEI.4.YAN.4,N INT. ORJIIdSI PUBLIK

Untuk memenuhi dan nrelayani permintaan dan kebutuhan pemohonlpcngguna informasi

publik. Pejabat Pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi melalui dcsk layanan informasi

publik rnelakukan layanan melalui media -vang meliputi teleponfirr; email;websfie dan

melaluijasa pos.

1 T. PET.AKSANA PEI.A.YANAN INFORMASI

Pejabat Pengelola Informasi dan D*rkumentasi untuk pelaksanaan operrsional pelayanan

inftrrmasi publik mr.nyediakan dtsk layanan putrlik tlern dr.r* layanan penl'ediaan akses

internet. setiap harinya menugaskan 3 ( tiga ) orang. dcngan tugas scbagai herikul :

a. Supervisor mengkoordinir tugas-tu gas front ofiicc, back uffice dan des* registcr

Iayanan akses internet:

b- t ( satu ) orang petugasli'ozt offie:e. dengan tugas menerima permintaan lang:iung

dan melalui media dani masyarakat:

c. I ( satu l orang petugas rJes* rcgi.stcr lavanan akses internet, dengan tugas

rnelakukan register tragi penggunalpengakses ;-ang akan menggunakan internct;

d. 3 ( tiga ) orang petugas tliatas merangkap sebagai hack rffite" dengan tugas

mempersiapkan peralatan yang akan dipergu*akan, menyiapkan materi yang akan

digandakanldirekam serta sebagai penghuhung satu&n kerja terkait dengan

infcrrmasi yang diminta oleh penrohonlpengguna informasi publik.

12. KOMPETENSI PEI*AKSANA

Ppioh*r Ppnar'lnle lnfnrrnnqi rlrn dnkrrmontasi dalam nrtllaksanakan nelavanan informasi



informasi yang memiliki kompetensi sepefti pengetahuan, keterampilan dan sikap

sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi yaitu :

1. Pengetahuan

r lnformasi yang wajib disediakan (berkala, setiap saal, ssrta merta dan

dikecualikan);

r KebijakarVRegulasi lingkungan Pemerintah Kora Bontang'

7- Keterampilan

r Teknik Pelayanan Prima;

e PengklasifikasianlKatalogisasil}dexing;

r Teknologi Informasi; Searching, Browsing-

3. Sikap

r Kejujuran;

o Ketelitian;

I Kerjasama;

r Komunikatif:

r Empati;

r Pengrndalian Emosi.

13. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

a. proses penyelesaian untuk memenuhi permintlan pemohon inforrnasi puhlik

ttilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan:

h. Wakru penyelesaian dilaksanakan paling lambat l0 (sepuluh ) hari kerja sejuk

r{iterimanya permintaan, Fejabat Pengelola lnftrrmasi dan Dokumenlasi ( PPID ) akan

menyampaikan pemberitahuan yang herisik*n inl'ormasi yang diminta berada

ditrawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpaujang waktu paling

lambat 7 ( tujuh ) hari kerja'

c. Penyampaianlpendistribusiatlpenl'erahan informasi putrlik kepada pemohon

informasi publik dilakukan secara langsung. metalui email, fax at*upun jasa pos.

l.,t. PENGKI-ASFIKASLAI\i INfORfWASt

Dalam prosos pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok. yaitu inftrrmasi

yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan'

a. Informasi yang bersifat Publik



l) lnformasi yang hersitat terhuka, yaitu informasi yang wajib tlisediakan dan

diumumkan secara berkala, meliputi:

a. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat. struktur nrganisasi. tujuan.

kedudukan, tugas dan fungri, program kerja, dan sebagainya;

b. lnformasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kota Bontang, laporan

Akuntabilitas Kineria, dan sebagainya;

c. Informasi mengenai laporan keuangan. seperti laporan realisasi anggaran,

laporan pendapatan daerah,. laprran pertanggungiarvaban keuangan. dan

sebagainyu

d. Informasi lain yaag diatur dalam perdtunrn perundangan;

2) Informasi yang wajib diumumkan seL:ara serta merta, yaitu inlormasi y'ang dapat

mengancam hajat hidup orang tran-v-ak dan ketertiban umum, meliputi:

a. Informasi mengenai bencana alam. srrperti: daerah patensi tsun&rni, gunung

rneletus, tanah longsor, banjir. dan sebagainl'a.

b. lnformasi mengenai limbah brrbahaya, scperti: laporan hasil pcmeriksaan

limbah bahan kimia yang berada di sungai.laut atau daerah pemukiman.

c. Informasi mengenai kehocoran rsactor nuklir, seperti penggunaan reactor

nuklir untuk pcmbangkit tenagil listrik.

d. Infrrrmasi mengenai penggusuran lahan. seperti penggusuriln lahan untuk

kepentingan umum.

e . Hal lain )'ang mengancarn hujat hidup orang banyak.

3) Inftrrmasi publik yang wajib tersedia sctiap sart. me liputi:

a. Dafiar seluruh informasi publik yang berada di bawah pengnasarn Pemerinlah

Kota Bontmg tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

b. Hasil keputusan Pemerintah Kota Bontang dan latar belakang

pertimbangannya;

c. Seluruh ketrijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihal

darVatau dihaca di SKPD;

d. Rencana kerja program/kegiatan, tennasuk perkiraan pengeluaran tahunan

Pemerintah Kota Bontang dapat dilihat daqintau dibaca di SKPD:

e. Perjanjian Pemerintah Kota Bontang dengan pihak ketiga;

t'. [nfbrmasi dan kebijakan yang disanrpaikan Pejabat Pemerintah Kota Bontang

7
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g. Prosedur keda pegawai Pemerintah Kota Bontang yang berkaittn dengan

pe layanan masyarakat; dan/atau

h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi public sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2fi)8 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

b, Informasi yang dikrcualilmn

Dalam pengelompnkan informasi yang dikecualikan. perlu diperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

l) tnformasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2ff)tl pasal 17 dan 18.

2) Prinsip,prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelompokan informasi yang

dikecualikan:

a. Ketat. artinya untuk mengkategorikan intbrmasi yang dikecualikan harus

benar-benar mengflcu padu melode yang valid dan mengedepankan

objektivitas

b. Terbatas, artinya intbrmasi yang dikecualikan harus terbatas pada intormasi

tertBntu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kewenangan.

c. Tirtak mutlak. artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan

ketika kepcntingan puhlic yang lehih htsar menghendakinya'

15. TORJVIAT INTORIVIASI

Pejabat Pengelola tnformasi dan Dokurnentasi melalui r/e^s,t layanan informasi dalant

rangka memenuhi permintaan ptmohonipeng€troir inftrrmasi publik dapat memberikan

informasi publik dalam format harel*tpv ataupun sofrcop.v sesuai dengan ketersedian dari

bahan informasi yang diminta-

16. WAKTU PELAYANAIT{ INFORMASI

Waktu pemberian Pela-r*anan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

dilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan junr'at.

l. Senin * Kamis : t)9.{X} - t5.([] WITA

Istirahat 12.(x) 13.30 wlTA

2. .Ium'at : ()9.t1(l l{}.(l{l WIl'A



17. BIAYA/TARIF

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumeotasi menyediakan infonnasi publik secara

gratis (tidak di pungut biaya). sedangkan untuk penggandaan alau perekaman,

pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaanlforocopi sentliri di

sekitar Ungkungan pemerintah Kota Bontang alau menyediakan CDIDVD kosong atau

flashdisk untuk perekaman data dan inftrrmasiut'a.

TS. SARANA DAN FASILITAS

Dalam memberikan layanan infirrmasi publik kepada pemohon/pengguan informasi

Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi menycdiakan ruang layanan dengan

ukuran 2x3 meter terdiri dari ruang r/r.r* layanan informasi publik tlan ruang akses

internet.

Untuk desk layanan informasi publik setraikn-v-a dilengkapi fasilitas PC tcrkoneksi dengan

inlernet, meja, kursi. sofa tamu. telepon. lbrmulir permohonan. permiutaan informasi.

fbrmulir tanda bukti penerimaan inlorrnasi. tbrmulir tanda bukti penycrahan informasi.

daftar informasi publik. AC. Televisi. Sedangkan ruang alcses inrerner yang digunakan

untuk masvarakal umum dilcngkapi dengan fasilitas ? (dua) Persons.l Computer yang

terkoneksi dengan internet dan I (satu l I'crsanal Computer sebagai Desk Register bagi

masyarakat yang akan merggunakan fasilitas tersebut.

19. PENGAIVASA.N INTERNAL

Pengawasan internal dalam rangka ptlnl'elengglraan pelayanan publik tlilakukan melalui

penga\r'asan ilt;tsan langsung secara herjenjang berupa pembuat*n laporan harian

pelaksunaall tugas ptrlayanan infurmasi publih. Lap*ran harian disamparikan kepada

Pejabat Pengelola Inl'ormasi dan Dokumenrasi {pplD). Selanjutny.a pplD melaporkan

sscara berkala minguan dan hulanan kepada Tim Pertimbangan Prlayanan Informasi.

[aporan tersebut memuat infarmasi mengenai permintaan informasi publik yang suduh

dipcnuhi, tindak lanjut dari permintaan yang helum dipenuhi, penolakan perminraan

informasi publik disertai dengan alasan penolakan dan waktu diperlukan dalam

memenuhi setiap permintaan pemohnn informasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah

diatur dalam psngaturan perundang-undangan.



20. EYALUASI KINE&IA PELAIiSANA

PPID berkewajiban melakukan penilaian kincrja penyelenggaraan pelayanan publik

secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan

informasi publik.
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